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Poverty is one example of a social problem that almost occurs throughout the world. In fact,
it is not uncommon for the problem of poverty to cause various other social problems. In a
developing country like Indonesia, the problem of poverty is the main problem that is still
being pursued to minimize the poverty rate with programs that have been made by the
government. Coupled with the emergence of the Covid-19 pandemic that is happening right
now will greatly affect the economic level of the community. To overcome the problem of
poverty that occurs, the Sidoarjo Regency government has made various ways to tackle
poverty with various programs. One of the programs made by the Sidoarjo Regency
government is the Local Economic Development Women Empowerment Program (P3EL). This
program is an empowerment program intended for women in order to increase income for
family welfare. Therefore, this study aims to determine the impact of the Local Economic
Development Women Empowerment Program (P3EL) in Sidoarjo Regency. This study uses a
descriptive research methodology with a qualitative approach. With the P3EL activity, it is
hoped that business groups managed by women will grow and develop that are rational,
economic, independent, equal and able to partner with other existing economic institutions.
Keywords: Impact Evalation; P3EL; Public Policy; Women’s Empowerment
Abstrak
Kemiskinan merupakan salah satu contoh masalah sosial yang hampir terjadi di seluruh dunia.
Bahkan, tidak jarang masalah kemiskinan justru dapat memunculkan berbagai masalah-
masalah sosial lain. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, masalah kemiskinan menjadi
masalah pokok yang masih terus diupayakan untuk meminimalisir angka kemiskinan dengan
program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan munculnya
pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini akan sangat mempengaruhi tingkat
perekonomian masyarakat. Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi, pemerintah
Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi kemiskina
dengan berbagai macam program. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah
Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan membuat
Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL). Program P3EL
merupakan program pemberdayaan yang dibuat khusus untuk perempuan dalam rangka
meningkatkan pendapatan keluarga agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Kebijakan Program
Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) di Kabupaten Sidoarjo.
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Dengan adanya kegiatan P3EL diharapkan akan tumbuh dan berkembang kelompok-
kelompok usaha yang dikelola perempuan yang rasional, ekonomis, mandiri, sejajar dan
dapat bermitra dengan kelembagaan ekonomi lainnya yang sudah ada.
Keywords: Evaluasi Dampak; Kebijakan Publik; P3EL; Pemberdayaan Perempuan
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PENDAHULUAN
Kemiskinan adalah permasalahan yang sering dialami oleh negara-negara
berkembang (Vincent, 2009). Definisi tentang kemiskinan (Budhi, 2013) kemiskinan telah
mengalami perluasan arti, seiring dengan semakin kompleksnya faktor-faktor penyebab,
indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya
dianggap sebagai permasalahan dalam dimensi ekonomi, akan tetapi telah meluas hingga
ke dimensi, sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Upaya pengentasan kemiskinan di
Indonesia dilandasi oleh beberapa landasan hukum yang mengatur agar kemiskinan di
Indonesia tidak semakin meningkat, antara lain sebagai berikut : (1) UU Nomor 13 Tahun 2011,
(2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981,
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010. Pembangunan di Indonesia yang
dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat Indonesia secara adil dan merata. Hasil dari pembangunan yang dilaksanakan
secara bertahap diharapkan dapat memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, baik pada
tatanan sosial, ekonomi maupun budaya, namun demikian hasil kegiatan pembangunan
belum dapat menghilangkan masalah kemiskinan secara menyeluruh.
Pada dasarnya, kemiskinan ini bisa saja terjadi karena dipicu oleh rendahnya
produktivitas kegiatan masyarakat yang dapat menyebabkan kemiskinan menjadi kompleks.
Diawali dari kelembagaan ekonomi masyarakat yang tidak berkembang, sehingga dapat
menyulitkan masyarakat untuk mengakses permodalan. Masih rendahnya tingkat
pendidikan, kondisi sosial budaya yang kurang mendukung, penyebab lainnya adalah
seperti penguasaan lahan dan ekonomi yang dikuasi secara besar-besaran oleh beberapa
perusahaan serta infrastruktur akses jalan dan pasar yang menyebabkan masyarakat
menjadi kesulitan untuk melakukan kegiatan ekonomi.
Gambar 1. Komponen Garis Kemiskinan
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo
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Gambar 2. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-
2019 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2015-2019 terus mengalami
penurunan sampai 5,32% (119,29 juta jiwa) pada tahun 2019. Selama rentang periode
tersebut angka kemiskinan turun sebesar 2,13 persen. Persentase penduduk miskin beberapa
wilayah di Provinsi Jawa Timur jika dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo bervariatif.
Beberapa wilayah seperti Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota
Pasuruan pada tahun 2019 persentase penduduk miskinnya lebih tinggi dibandingkan
Kabupaten Sidoarjo. Sementara untuk wilayah Kota Mojokerto dan Kota Surabaya
persentase penduduk miskin lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sidoarjo. Secara
berturut-turut persentasenya sebagai berikut: Gresik (11,35%), Kabupaten Mojokerto (9,75%),
Kabupaten Pasuruan (8,68%), Kota Pasuruan (6,64%), Kota Mojokerto (5,15%), dan Kota
Surabaya (4,51%). Secara umum, presentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo berada di
peringkat 3 dari 7 wilayah tersebut. Jika dilihat dari data tersebut dapat dikatakan bahwa
program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
cenderung berhasil. Hampir dari tahun 2010 sampai 2019 terjadi penurunan angka
kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan ditandai melandainya kurva angka kemiskinan
tersebut. Meskipun terjadi penurunan, masih ada tujuh kecamatan yang statusnya masih
zona merah meliputi Tarik, Prambon, Krembung, Tulangan, Taman, Krian dan Balangbendo.
Zona merah kemiskinan merupakan kawasan dengan tingkat kemiskinan diatas rata-rata
5,56%.
Berbagai program dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi
kemiskinan di daerahnya. Beberapa cara yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo dalam
mennanggulangi kemiskinan di daerahnya adalah dengan ditetapkan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2016 yang di dalamnya terdapat berbagai cara untuk membebaskan
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daerahnya terhadap kemiskinan berupa (a) kelompok program sosial terpadu berbasis
keluarga; (b) kelompok program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ma
syarakat; (c) kelompok program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha
ekonomi mikro, dan (d) kelompok program-program lainnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi warga miskin.
Melalui Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2009 terbitlah sebuah
program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan perempuan. Program
tersebut bernama Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL). Program
ini merupakan program pemberdayaan yang diperuntukkan khusus untuk perempuan
dalam rangka meningkatkan pendapatan perekonomian untuk kesejahteraan keluarga.
Program P3EL merupakan peran perempuan dalam meningkatkan pembangunan
perdesaan melalui pengembangan kelembagaan dan usaha ekonomi produktif yang
dikelola oleh perempuan. Harapannya adalah memberikan peningkatan pendapatan untuk
kesejahteraan keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan posisi kaum perempuan
menuju kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan mempunyai tujuan yang mulia
untuk meningkatkan nilai tambah kepada semua anggota ataupun perorangan, namun
kendala yang sering muncul adalah terbatasnya sumber daya yaitu informasi yang update.
Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) merupakan
salah satu bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan peran serta perempuan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi
pedesaan. Melalui pengambilan keputusan lokal masyarakat berupaya untuk
mengembangkan usaha sekaligus memupuk permodalan masyarakat. Dengan demikian,
diharapkan kaum perempuan dapat meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan
kesejahteraan ekonomi keluarga dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
ekonomi masyarakat lokal yang pada gilirannya perempuan dapat meningkatkan posisi
menuju keadilan dan kesetaraan gender.
Segala sesuatu kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maka diperlukan
evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Karena tidak semua kebijakan dan program dapat
memperoleh hasil atau dampak yang diinginkan oleh aktor dan pelaku pembuat kebijakan.
Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dilkutip dari (Elwan,
L.O.M, 2011:15). “public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan
publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam
upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat
berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye,
merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan
keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020)
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Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18)
menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan
konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena
pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020)
Kajian rencana kebijakan publik dan implemetasi kebijkan dapat diukur keberhasilan melalui
evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart (2000), evaluasi kebijakan adalah sebuah
kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi
atau isi kebijakan, implementasi atau pelaksanaan kebijakan, dan dampak yang ditimbulkan
dari adanya kebijakan. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan
fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan sampai pada tahap akhir
evalusi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Perlunya evaluasi kebijakan publik
dilakukan untuk melihat apakah program tersebut meraih hasil yang diinginkan dan sudah
mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan atau masih belum mencapai hasil yang diinginkan.
Oleh sebab itu, diperlukan adanya evaluasi dari dampak Kebijakan Program Pemberdayaan
Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL).
Evaluasi juga dapat dilakukan di unit sosial yang dapat terkena dampak dari suatu
kebijakan (Samodra Wibawa: 1994), antara lain :
1. Dampak Individual
Dampak individual ini dapat menyentuh aspek-aspek sebagai berikut : (a) Dampak Psikis;
(b) Dampak Lingkungan; (c) Dampak Ekonomi dan (d) Dampak Sosial dan Personal.
2. Dampak Organisasional
Dampak suatu kebijakan dapat dirasakan oleh suatu organisasi atau kelompok baik
secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat berupa terhambat
atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Sedangkan dampak tidak
langsung dapat melalui peningkatan semangat kerja dan kedisiplinan dari anggota
organisasi atau kelompok itu sendiri.
3. Dampak pada Masyarakat
Dampak kebijakan pada masyarakat menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut
mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya.
4. Dampak pada Lembaga dan Sistem Sosial
Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk melihat
apakah suatu sistem sosial tersebut lemah atau tidak, yaitu: (a) Kelebihan beban;
(b)Distribusi tidak merata; (c) Persediaan sumber daya yang dianggap kurang; (d)
Adaptasi yang lemah; (e) Koordinasi yang jelek; (f) Turunnya legitimasi; (g) Turunnya
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Berdasarkan pertimbangan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari Kebijakan Program Pemberdayaan
Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian
deskriptif kualitatif dikarenakan ingin mendeskripsikan dan menggambarkan secara detail
mengenai fenomena yang diangkat yaitu dampak yang ditimbulkan dari kebijakan P3EL di
Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori Evaluasi Dampak Kebijakan oleh Samodra
Wibawa (1994).
Jenis data yang digunakan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh
peneliti hasil dari wawancara yang dilakukan kepada informan dan pengamatan langsung
di lapangan. Sumber data didapatkan dari hasil wawancara dengan informan dan juga
dokumen, laporan, dan arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini mengenai
dampak kebijakan program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)
di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi,
Wawancara, Dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji
credibility, transferability, dependability, dan confirmability.
Berdasarkan uraian di atas diperoleh sebuah data di lapangan yang tidak berupa angka-
angka tetapi berisikan uraian-uraian sehingga menggambarkan hasil yang sesuai dengan
data yang sudah dianalisa yang kemudian diinterpretasikan. Analisis data dimulai dengan
melakukan pengumpulan data. Hasil pengumpulan data tersebut dibaca secara cermat
dengan mengambil dan mencatat beberapa informasi penting sehingga didapatkan
sebuah inti kalimat yang tetap menggunakan bahasa sesuai dengan hasil pengumpulan
data, maka dari itu akan menghasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan teori-teori dan
temuan-temuan yang diperoleh pada saat penelitian. Selanjutnya teori yang didapatkan
diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan serta menguraikan hasil dari
temuan-temuan yang ada dilapangan secara beruntut sesuai dengan fokus dan sasaran
penelitian kajian penelitian. Deskripsi hasil dari penelitian ini membahas pada permasalahan
dan fokus penelitian yaitu “Dampak Program Pemberdayaan Perempuang Pengembang
Ekonomi Lokal (P3EL) di Kabupaten Sidoarjo”.
Dampak Individual
Dampak individual yang dirasakan salah satunya adalah adanya penambahan
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modal yang diperoleh dari peminjaman dana bergulir yang didapat dari program
Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL). Berdasarkan pendapat dari
Ibu Urip dari kelompok Sari Kedelai dengan adanya peminjaman modal dari program
Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) cukup membantu usahanya
meskipun jumlahnya sedikit.
“Membantu mbak, tapi ya cuman sedikit. Uangnya kan dibagi ke anggota kelompok
yang lain. Ya cukup buat beli kedelai tapi buat bahan yang lain ya nggak cukup mbak.
Buat beli botolnya aja nggak cukup.” (Hasil wawancara 21 Desember 2020)
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Tika dari Kelompok Anggrek. Program Pemberdayaan
Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) cukup berdampak pada perekonomian
keluarganya. Hal ini dikarenakan uang pinjaman tersebut digunakan untuk tambahan modal
bisnis.
“Ya alhamdulillah bisa membantu nambahi modal mbak buat jualan walaupun
jumlahnya juga sedikit.” (Hasil wawancara 22 Desember 2020)
Selain itu para penerima dana bergulir dari program Pemberdayaan Perempuan
Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) menggunakan uang pinjaman tersebut untuk
memajukan bisnis yang mereka miliki. Seperti pendapat dari Ibu Endah dari Kelompok Avia
Sari.
“Uangnya ya buat modal mbak beli bahan-bahan dan peralatan buat memasak.” (Hasil
wawancara 22 Desember 2020)
Dampak Organisasional
Dampak dari suatu kebijakan dapat dirasakan oleh suatu organisasi atau kelompok
baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat berupa terganggu
atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Sementara itu, suatu
kebijakan juga dapat menimbulkan dampak tidak langsung dalam sebuah organisasi atau
kelompok. Dalam hal ini program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal
(P3EL) dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kelompok penerima. Menurut
Ibu Endah selaku ketua kelompok Avia Sari memberikan pendapat mengenai dampak uang
pinjaman dari program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dan
pembagian uang itu di kelompoknya.
“Kelompok saya ada 3 orang tapi ya sebenernya gabung sama kelompoknya Bu Urip itu.
Kan dulu memang satu kelompok tapi kan beliau butuh modal yang lebih jadi saya
pecah jadi 2 kelompok. Kelompoknya Bu Urip itu ada 3 orang juga jadi terus ada 1 orang
Pak Sali itu minta dikasih modal tapi nggak saya cantumkan ke proposal soalnya kan
program ini buat perempuan aja, jadi totalnya ada 7 orang Tapi nanti uang 2 kelompok
itu dijadiin satu baru dibagi sesuai dengan kebutuhannya mereka. Ada yang ambil 3 juta
kayak Bu Urip itu ada yang 1 juta terserah kebutuhannya mereka. Itu pas bagi uangnya
saya sudah potong sama pembayaran bulan pertama jadi mereka nanti tinggal bayar
pas bulan keduanya. Jadi uang yang mereka terima sudah kepotong pembayaran
bulan pertama. Terus biasanya ada sisa uang dibuat biaya ngeprint, makanan kalau pas
ngumpul gitu.” (Hasil wawancara 22 Desember 2020)
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Menurut Ibu Ainul Selaku Pengurus Kelompok Anggrek Kepadangan menyatakan bahwa:
“Satu kelompok ini ada 9 orang mbak, tapi ya yang dicantumin di proposal cuman 4-5
orang aja sesuai sama persyaratannya. Ada yang jualan kue online, peracangan,
jamu, kue keliling, pembayaran pln sama banyak lagi pokoknya mbak.” (Hasil
wawancara 22 Desember 2020)
Dampak Pada Masyarakat
Dampak terhadap masyarakat oleh sebuah kebijakan menunjukan sejauh mana kebijakan
tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya, karena
masyarakat merupakan suatu unit yang melayani anggotanya. Dalam hal ini program
Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) cukup berdampak kepada
masyarakat meskipun tidak terlalu signifikan. Menurut pendapat Ibu Urip dari Kelompok Sari
Kedelai.
“Distributor saya ada 4 mbak itu yang tetap selama ini. Selama pandemi alhamdulillah
nambah juga tapi ya gitu mbak, di saya ada yang langsung bayar semua di awal
kayak orang china itu, ada juga yang ambil barang dulu terus dijual nanti yang gak
kebeli ya dikembaliin ke saya. Banyak juga barang yang balik ke saya. Tapi ya nggak
papa saya juga mau membantu orang-orang.” (Hasil wawancara 21 Desember 2020)
Adanya program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) bisa
membantu ibu urip dalam meningkatkan jumlah produksi yang menyebabkan jumlah
distributor bertambah. Selain itu dengan adanya tambahan modal dari pinjaman dana
bergulir dari program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) juga
membantu Ibu Urip untuk membayar pegawainya.
“Saya punya 3 pegawai mbak dari Bojonegoro sama Madiun. Saya juga ikut kerja
mbak biasanya mulai jam 2 atau 3 malem.” (Hasil wawancara 21 Desember 2020)
Menurut Ibu Endah selaku ketua kelompok Avia Sari menyatakan bahwa memiliki pegawai
untuk membantunya dalam usaha catering makanan.
“Iyaa saya punya mbak 2 orang untuk bantu persiapan masak itupun kalau ada
pesanan.” (Hasil wawancara 22 Desember 2020)
Dampak Pada Lembaga dan Sistem Sosial
Dampak pada lembaga dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sidoarjo. Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal
(P3EL) memberikan dampak kepada lembaga tersebut. Menurut Ibu Yudha selaku Kepala
Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Fasilitas Keuangan bahwa program ini belum
memenuhi target yang direncanakan.
“Pada tahun 2018 target saya 15 kelompok tapi yang dia acc cuma 7 kelompok.
Sedangkan pada tahun 2019 target saya 10 kelompok tapi yang di acc cuma 5
kelompok.” (Hasil wawancara 15 Desember 2020)
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Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) yang dilakukan di
Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi target dari Ibu Yudha dikarenakan seleksi yang sangat
ketat dari bank jatim.
“Sebenarnya yang daftar banyak mbak. Tapi yang di acc sama bank jatim cuma
sedikit.” (Hasil wawancara 15 Desember 2020)
Hal tersebut dikarenakan banyak kelompok pengaju yang masih terkendala persyaratan
administratif. Seperti yang dikatakan Ibu Yudha bahwa banyak kelompok yang anggotanya
masih memiliki tanggungan atau hutang kepada pihak lain.
“Iyaa mbak kebanyakan dari kelompok pengaju ditolak karena ada salah satu
anggota memiliki tanggungan atau utang. Ada juga mas yang tidak mendapat
persetujuan dari suaminya sama tidak mau melengkapi persyaratan yang masih
kurang.” (Hasil wawancara 15 Desember 2020)
Dana yang diperoleh dari program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal
(P3EL) juga dirasa masih kurang oleh kelompok penerima. Menurut Ibu Urip dari Kelompok
Sari Kedelai manyatakan bahwa:
“Membantu mbak, tapi ya cuman sedikit. Uangnya kan dibagi ke anggota kelompok
yang lain. Ya cukup buat beli kedelai tapi buat bahan yang lain ya nggak cukup
mbak. Buat beli botolnya aja nggak cukup.” (Hasil wawancara 21 Desember 2020)
Kelompok Avia Sari menyatakan bahwa:
“Harapannya ya ditambah jumlah modalnya soalnya kan juga dibagi. Tapi ya nanti
takutnya malah nggak bisa ngembaliin. Semua pasti ada positif negatifnya.” (Hasil
wawancara 22 Desember 2020)
Menurut Ibu Ainul selaku pengurus Kelompok Anggrek Tulangan menyatakan bahwa:
“Harapannya ya modalnya bisa di tambah lagi tapi juga takut mbak resikonya
semakin besar juga buat mengembalikan dananya kan juga lebih besar.” (Hasil
wawancara 22 Desember 2020)
Banyak kelompok penerima yang berharap supaya dana bergulir yang dipinjamkan bisa
bertambah dikarenakan terlalu sedikit jika dibagi ke setiap anggota kelompok penerima. Hal
serupa juga dikatakan Ibu Yudha selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan
Fasilitas Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo.
“Belum merata sih mbak karena yang nerima juga baru sedikit. Dana yang dipinjam
sebenarnya juga kurang bagi mereka mas, kita tahu sendiri 10 juta dipotong bunga
6% terus dibagi satu kelompok yang berisi 4-5 orang.” (Hasil wawancara 15 Desember
2020)
Selain itu dalam implementasi program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi
Lokal (P3EL) di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari dua lembaga yang saling bekerja sama dalam
hal pelayanan. Lembaga yang terkait adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sidoarjo dan Bank Jatim cabang Sidoarjo. Koordinasi yang baik diantara dua
lembaga ini diharapkan supaya terciptanya pelayanan yang baik dalam program
Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) ini. Menurut Ibu Yudha
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selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Fasilitas Keuangan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo adalah:
“Dinasnya dari PMD aja mbak, sementara untuk lembaga lain ada bank jatim yang
bertugas menyeleksi dan pengembalian uang bagi kelompok penerima.” (Hasil
wawancara 15 Desember 2020)
Menurut Ibu Yudha Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Fasilitas Keuangan:
“Allhamdulillah lancar mbak. Biasanya jika ada kelompok yang telat membayar bank
jatim menghubungi saya disuruh menegur lewat telepon.” (Hasil wawancara 15
Desember 2020)
Dalam koordinasi mengenai implementasi program Pemberdayaan Perempuan
Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) ini sudah terjadi koordinasi yang baik antara Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dan Bank Jatim cabang Sidoarjo.
Dari hasil uraian penelitian diatas, sehingga dapat dievaluasi dari hasil dampak adanya
program P3EL sebagai berikut:
Dampak Individual
Berdasarkan indikator dampak individual di atas, hasil penelitian ini membuktikan bahwa
dampak individual yang dirasakan adalah adanya kemudahan bagi pengaju program P3EL
karena syarat-syarat yang mudah dan tidak ada jaminan dan membantu penerima
program untuk modal usaha yang ditekuninya meskipun modal yang didapat dirasa kurang.
Akan tetapi dengan program ini, setidaknya membantu bagi para usaha untuk menambah
modal awal. Juga membantu dari segi ekonomi walaupun sedikit karena 1 kelompok
mendapatkan bantuan Rp. 10.000.000,- dengan potongan bunga 6%. Sehingga dana yang
diterima sebesar Rp. 9.400.000,- / kelompok.
Dampak Organisasional
Dampak organisasional dari suatu kebijakan atau program yaitu seberapa jauh kebijakan
tersebut membantu atau mengganggu pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Suatu
kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok baik secara
langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung berupa terganggu atau terbantunya
organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Sementara itu, dampak tidak
langsung terhadap organisasi atau kelompok misalnya melalui peningkatan semangat kerja
para anggota organisasi (Samodra Wibawa, 1994: 56-57).
Berdasarkan indikator dampak organisasional di atas, hasil penelitian ini membuktikan
bahwa dampak organisasional yang dirasakan adalah memberikan dampak langsung
berupa terbantunya kelompok penerima program P3EL dalam penambahan modal usaha
dan kemudahan untuk mendapat dana bergulir selama anggota tidak melakukan
kesalahan-kesalahan sehingga tujuan dari kelompok dapat tercapai. Namun sayangnya
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tidak ada sosialisasi penguatan kelompok P3EL agar dapat meningkatkan semangat kerja
para anggota.
Dampak Pada Masyarakat
Dampak pada masyarakat dari sebuah program menunjukkan sejauh mana program
tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Berdasarkan
indikator dampak pada masyarakat di atas, hasil penelitian ini membuktikan bahwa
dampak pada masyarakat yang dirasakan adalah masyarakat sekitar ikut merasakan
dampaknya. Hal ini sesuai dengan kondisi lapangan yang ada di salah satu penerima
program P3EL yang memiliki karyawan ataupun memiliki distributor tetap. Sehingga bukan
hanya berdampak pada usahanya, tetapi berdampak juga bagi masyarakat sekitarnya.
Dampak Pada Lembaga dan Sistem Sosial
Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk melihat apakah
suatu sistem sosial tersebut lemah atau tidak, yaitu: (1) kelebihan beban; (2) distribusi tidak
merata; (3) persediaan sumber daya yang dianggap kurang; (4) adaptasi yang lemah; (5)
koordinasi yang jelek; (6) turunnya legitimasi; (7) turunnya kepercayaan; (8) tertutupnya
mekanisme koreksi dan adaptasi, diganti dengan sistem kuota. Berdasarkan indikator
dampak pada lembaga dan sistem sosial di atas, hasil penelitian ini membuktikan bahwa
dampak pada lembaga dan sistem sosial yang dirasakan adalah dengan adanya Program
P3EL ini bentuk lembaga menjadi terpusat. Dengan artian kelompok pengaju Program P3EL
tidak perlu harus mengurus ke banyak dinas untuk mengajukan pengikutsertaan program.
Koordinasi lembaga juga hanya antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan
pihak Bank Jatim sehingga pengambilan keputusan untuk menerima kelompok pengaju
program tidak lama, sehingga dapat dikatakan bahwa koordinasi antar lembaga sudah
cukup bagus tetapi dikarenakan seleksi yang sangat ketat dari pihak Bank Jatim membuat
target dari dinas untuk program P3EL ini menjadi kurang dari target awal.
Pemasaran program P3EL ini dirasa masih kurang karena hanya orang-orang yang sering
datang ke kelurahan atau kecamatan saja yang mengetahui adanya program ini. Sehingga
berdampak pada target yang tidak terpenuhi.
KESIMPULAN
Berdasarkan indikator dampak individual, hasil penelitian ini membuktikan bahwa
dampak individual yang dirasakan adalah adanya kemudahan bagi pengaju program P3EL
karena syarat-syarat yang mudah dan tidak ada jaminan dan membantu penerima
program untuk modal usaha yang ditekuninya meskipun modal yang didapat dirasa kurang.
Juga membantu dari segi ekonomi walaupun sedikit.
Berdasarkan indikator dampak organisasional, hasil penelitian ini membuktikan bahwa
dampak organisasional yang dirasakan adalah memberikan dampak langsung berupa
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terbantunya kelompok penerima program P3EL dalam penambahan modal usaha dan
kemudahan untuk mendapat dana bergulir selama anggota tidak melakukan kesalahan-
kesalahan sehingga tujuan dari kelompok dapat tercapai. Namun sayangnya tidak ada
sosialisasi penguatan kelompok P3EL agar dapat meningkatkan semangat kerja para
anggota.
Berdasarkan indikator dampak pada masyarakat, hasil penelitian ini membuktikan
bahwa dampak pada masyarakat yang dirasakan adalah masyarakat sekitar ikut
merasakan dampaknya. Hal ini sesuai dengan kondisi lapangan yang ada di salah satu
penerima program P3EL yang memiliki karyawan ataupun memiliki distributor tetap. Sehingga
bukan hanya berdampak pada usahanya, tetapi berdampak juga bagi masyarakat
sekitarnya.
Berdasarkan indikator dampak pada lembaga dan sistem sosial, hasil penelitian ini
membuktikan bahwa dampak pada lembaga dan sistem sosial yang dirasakan adalah
dengan adanya kelompok pengaju Program P3EL tidak perlu harus mengurus ke banyak
dinas untuk mengajukan pengikutsertaan program. Koordinasi lembaga juga hanya antara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan pihak Bank Jatim sehingga
pengambilan keputusan untuk menerima kelompok pengaju program tidak lama, sehingga
dapat dikatakan bahwa koordinasi antar lembaga sudah cukup bagus tetapi dikarenakan
seleksi yang sangat ketat dari pihak Bank Jatim membuat target dari Dinas untuk program
P3EL ini menjadi kurang dari target awal. Namun kurangnya masyarakat yang mengetahui
program ini menjadikan target dinas tidak terpenuhi.
Saran yang penulis berikan terhadap program P3EL yang ada di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa terkait Evaluasi Dampak Kebijakan Program P3EL di Kabupaten
Sidoarjo yaitu, program P3EL yang ada di Kabupaten Sidoarjo masih terdapat beberapa
kendala dan yang harus diperbaiki. Serta masih perlunya sosiali terkait program P3EL karena
bnayak masyarakat yang masih belum mengetahui program ini sehingga pihak Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo diminta untuk memberikan
sosialisasi kepada masyarakat baik melalui kelurahan atau kecamatan di seluruh Kabupaten
Sidoarjo.
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